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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 	

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta sumber dari segala sumber hukum. Menurut Huzaeni (2022), Pancasila merupakan landasan utama yang menjiwai dan mengarahkan seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi sumber legitimasi dalam pembentukan konstitusi dan hukum positif di Indonesia.
Hubungan antara Pancasila dan konstitusi bersifat erat dan saling menguatkan. Huzaeni (2022) menjelaskan bahwa Pancasila menempati posisi lebih tinggi dibandingkan konstitusi karena menjadi dasar filosofis bagi penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi berfungsi sebagai penjabaran normatif dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk aturan yang mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan negara. Dengan demikian, keberadaan konstitusi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber utamanya.
Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan Pancasila dan konstitusi memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara, hak rakyat, dan prinsip keadilan sosial. Huzaeni menekankan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, sedangkan konstitusi menjadi instrumen yuridis yang mengatur kehidupan bernegara. Apabila penyelenggaraan negara menjauh dari nilai-nilai Pancasila, maka sistem ketatanegaraan dapat kehilangan arah dan mengalami krisis legitimasi hukum maupun moral.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai tertinggi yang menjiwai konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejalan dengan pandangan Huzaeni (2022), penguatan pemahaman terhadap kedudukan hukum Pancasila dan konstitusi sangat penting untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan sesuai dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu, dalam konteks ketatanegaraan modern, Pancasila harus terus dijadikan kompas utama dalam setiap kebijakan hukum dan arah pembangunan nasional.
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila menjadi fondasi utama yang menuntun arah penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan hukum, serta kebijakan publik. Menurut Sakban (2020), nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan agar mampu menjaga stabilitas politik, keadilan sosial, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam era reformasi, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan sosial, politik, dan globalisasi. Sakban (2020) menjelaskan bahwa reformasi membawa semangat demokratisasi yang sangat kuat, namun jika tidak diimbangi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila, maka demokrasi dapat kehilangan arah moralnya. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk menuntun jalannya reformasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan bangsa.
Pancasila dalam sistem ketatanegaraan berfungsi sebagai pedoman etis, filosofis, dan yuridis bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sakban menegaskan bahwa setiap kebijakan dan peraturan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari cita-cita nasional. Ketika nilai-nilai Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara, maka sistem pemerintahan dapat berjalan dengan berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan merupakan upaya strategis untuk memperkuat fondasi ideologis dan konstitusional bangsa. Sejalan dengan pendapat Sakban (2020), Pancasila tidak hanya dijadikan simbol, tetapi harus dihidupkan dalam praktik hukum, politik, dan pemerintahan. Dengan demikian, Pancasila akan terus berfungsi sebagai pedoman moral dan arah pembangunan nasional yang berkepribadian Indonesia di tengah arus perubahan zaman.
sistem ketatanegaraan Indonesia terus mengalami perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Menurut Romadhon (2023), dinamika tersebut merupakan wujud dari upaya bangsa dalam memperkuat struktur pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berperan sebagai pedoman utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat, sehingga arah perubahan sistem ketatanegaraan tetap sejalan dengan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Lebih lanjut, Romadhon (2023) menekankan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik ketatanegaraan harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan publik, pembentukan peraturan, dan pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Implementasi nilai Pancasila yang konsisten akan memastikan bahwa dinamika ketatanegaraan tidak hanya mengikuti perubahan zaman, tetapi juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.
1.2 TUJUAN PEMBAHASAN

1. Menganalisis peran Pancasila. 
2. Menjelaskan upaya menjaga keseimbangan. 
3. Menelaah konsistensi konstitusional.
4. Mencegah terjadinya disintegrasi sosial dan penyimpangan hukum. 

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 DASAR TEORI 

Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang menjadi pondasi utama dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Menurut Syamsudin, Achmad, et al. (2024) dalam JOSH: Journal of Sharia, Pancasila berperan sebagai dasar normatif yang menjiwai setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang politik, hukum, maupun sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam merumuskan konstitusi dan kebijakan publik agar sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila menempati posisi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menegaskan prinsip kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada keadilan sosial, kemanusiaan, serta keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia dibangun bukan hanya atas dasar rasionalitas hukum, tetapi juga atas moralitas dan nilai-nilai luhur yang tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara.

Lebih lanjut, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dengan kekuasaan negara. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah bagi pembentukan lembaga-lembaga negara agar bekerja selaras dalam bingkai demokrasi yang berkeadilan. Menurut Syamsudin dan rekan (2024), penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten akan memperkuat legitimasi sistem ketatanegaraan Indonesia serta mencegah terjadinya penyimpangan konstitusional. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga sebagai landasan moral dan spiritual bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.


Menurut Backy Krisnayuda, S.H., et al. (2017) dalam buku Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai sumber nilai dan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jiwa yang menjiwai setiap produk hukum agar selaras dengan cita-cita nasional. Nilai-nilai Pancasila berfungsi mengarahkan pembentukan hukum agar tidak menyimpang dari prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, serta kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap proses legislasi harus mencerminkan semangat dan substansi Pancasila, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan identitas dan karakter bangsa Indonesia. 

Menurut Paramesti, Devita, dan Pratama, Sandro Gilang (2025) dalam Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Demokrasi ini tidak hanya menekankan pemilihan umum, tetapi juga moral dan etika dalam pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang beradab serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara agar tidak terjebak pada liberalisme atau otoritarianisme.

Menurut Paramesti dan Pratama (2025), tantangan demokrasi Pancasila terletak pada kesenjangan antara nilai ideal dan praktik politik, seperti korupsi dan rendahnya partisipasi publik. Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi di Indonesia berjalan bermoral dan mampu memperkokoh persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



	Menurut BPIP dalam Juridica (2020), Pancasila berperan sebagai dasar, ideologi, dan sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan BPIP bertujuan memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui fungsi pembinaan dan pengkajian, BPIP memastikan setiap kebijakan dan penyelenggaraan negara tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Azura, Keyla (2025) dalam Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, prinsip demokrasi berkeadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Demokrasi berkeadilan tidak hanya berfokus pada kebebasan politik, tetapi juga pada pemerataan keadilan sosial, ekonomi, dan hukum. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, dan kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, Azura (2025) menjelaskan bahwa penerapan demokrasi berkeadilan masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial dan rendahnya partisipasi publik. Untuk itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, supremasi hukum, dan transparansi pemerintahan agar prinsip demokrasi yang adil dan beretika dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



BAB III
PENUTUPAN
3.1 KESIMPULAN 
Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar negara, ideologi, dan sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan jati diri bangsa. Setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat.
Demokrasi Pancasila mencerminkan sistem pemerintahan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai moral dan etika. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan penyimpangan dalam praktik politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan kenegaraan.
Dengan penguatan peran lembaga seperti BPIP, peningkatan pendidikan politik, serta penerapan prinsip demokrasi berkeadilan, Pancasila dapat terus menjadi pedoman yang relevan bagi bangsa Indonesia. Konsistensi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila akan memperkokoh sistem ketatanegaraan, menjaga keutuhan nasional, serta mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.


3.2 SARAN 
Pemerintah perlu memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan publik, peraturan, dan kegiatan pemerintahan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, serta kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
Lembaga negara seperti BPIP perlu meningkatkan peran edukatifnya melalui program pembinaan ideologi Pancasila yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya ini penting agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan dalam praktik ketatanegaraan.
Dalam konteks demokrasi Pancasila, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Pengawasan publik dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan perlu terus diperkuat guna mencegah praktik korupsi serta menjaga integritas lembaga negara.
Pendidikan politik dan kewarganegaraan harus diarahkan untuk membentuk generasi muda yang kritis, beretika, dan memiliki kesadaran ideologis terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial dan berlandaskan moral.

Penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perubahan sosial. Konsistensi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila akan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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